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ABSTRAK 
   Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang 
penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat 
pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, 
jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan 
hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, 
perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya.  
           Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang 
perbankan atau korporasi. Masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi yang 
semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap perilaku yang di landasi dengan 
pemikiran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang besar dan dengan mudah. Untuk itu 
sebagian masyarakat melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu yang 
dilakukan dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat 
besar. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa notaris yang melakukan penerimaan dana 
dari hasil pencucian uang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penerimaan 
dana dalam jabatannya dan jika terbukti ada tindak pidana pencucian uang maka notaris 
tersebut dikenakan pasal 3 atau 5 Undang-undang tindak pidana pencucian uang serta jika 
notaris tersebut terbukti dengan sengaja membuat surat otentik palsu dan mengakibatkan 
terjadinya kredit fiktif maka notaris tersebut terjerat pasal 264 ayat (1) KUHP.  
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        In the current era of globalization, notary agencies play an important role in people's 
lives, it can be seen and felt by the community as people want to hold a legal act for 
example, lease, sale and purchase, accounts payable, and so on. Indonesia is a country that is 
based on law. Everything associated with the life of society, nation and state governed by 
the rule of law and assorted both laws, perpres,  perpu,  government  regulations, 
regulations, and so forth. 
          The development of criminal acts are increasingly advanced, especially in the field of 
banking or corporate. People who are aware of the development of increasingly advanced 
technology rapidly also had an impact on behavior in landasi with the idea to get the coffers 
of big dollars and easily. For that some people commit money laundering, as one that is 
done easily occurand generate wealth invery large quantities. 
        Under the Money Laundering Act No. 15 of 2002 on Money Laundering that the notary 
who did the receipt of funds from the proceeds of money laundering should be held 
accountable for his actions in receipt of funds in his post and if there is evidence of money 
laundering, the notary is subject to Article 3 or 5 Act and money laundering if the notary is 
proved by deliberately making false authentic letters and resulted in the fictitious credit 
notary entangled Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. 
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